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ABSTRAK

“Tanah Dati”
Mendialogkan Konsep Tanah dalam Imamat 25: 1 — 28
Dengan Konsep Tanah bagi Masyarakat Wangel
Oleh:
Juliana Agusthina Tuasela
(50120315)

Tanah merupakan masalah menarik diulas sepanjang masa, Warena menyangkut hidup

manusia. Konsep tanah dipahami beragam sesuai pandangan usia dengan dinamika
sosial yang fluktuatif. Pandangan hidup manusia tentang ta ihgbungkan dengan identitas dan
nsep dan pendekatan untuk

dvarakat Indonesia, tanah termasuk

angel memahami tanah dilatari keberadaan sebagai

tuan tanah terbesar difpu amir — pusat kabupaten kepulauan Aru. Israel memahami tanah

yang disebut tanah dati. Sebaliknya dalam konteks Israel, Allah sebagai pemilik mutlak tanah
seperti terumus dalam Imamat 25:1 — 28. Ideologi tanah bagi komunitas Israel dan Wangel
dikonstruksi dalam ruang dinamika sosial dengan perjumpaan kepentingan beragam. lIdeologi
tanah berubah sejalan dengan perkembangan waktu dengan sejumlah masalah etis.

Konsep tanah di zaman Israel dapat didialogkan dengan konsep “tanah dati” dari konteks
Wangel. Kritik ideologi dalam perspektif sosio-ekonomi dipakai untuk membedah proses dialog
tanah dari dua komunitas. Dialog dibangun untuk memberi ruang terjadinya sharing ideologi
tentang tanah dari dua komunitas berbeda. Ruang dialog dapat tampil dengan wajah harmoni

maupun konflik ideologi. Proses dialog berfungsi membangun konsep tanah transformatif dan

viii



reformatif tentang tanah. Intinya, hasil dialog memperkaya ideologi tanah secara teoritis maupun
praktis. Prinsip reforma tanah memberi pencerahan tentang kepemilikan dan pengelolaan tanah
yang menghidupkan. Tanah dimanfaatkan secara etis humanis untuk menjamin kehidupan
manusia dan dunia sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Tanah difungsikan untuk menjamin

keseimbangan relasi manusia, alam dan Tuhan.

Kata kunci: tanah, tanah dati, tanah warisan, Israel, Wangel, teologi tanah, dialog dan

reforma tanah.

Jumlah halaman dan tahun pembuatan: xi + 123 hal; 2014

Jumlah pustaka dan tahun penerbitan paling lama dan paling bar -2014)

Dosen Pembimbing : Pdt. E. Gerrit Singgih, Pl D 03§ pert Setio, Ph. D.
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BAB |
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

1.1. Realita Konteks

Tanah adalah hal problematik di masa lampau maupun masa kini. Konsep tanah selalu
dihubungkan dengan eksistensi maupun identitas manusia. Manusia bereksistensi di atas tanah
dan memaknai identitas hidupnya tentang tanah. Setiap manusia memberi penilaian unik tentang
tanah sebagai hasil interaksi sosial terkait tanah. Proses interaksi membentuk pandangan hidup
yang menggambarkan nilai dan konsep tanah bagi manusia.

Masyarakat Wangel di Kabupaten Kepulauan Aru, Proginsi Maluku adalah komunitas

masyarakat yang memiliki keterikatan eksistensial den Komunitas Wangel adalah

pemilik tanah (tuan tanah) terbesar di Pulau Wam ota Kabupaten Kepulauan

Wangel membentuk ideologi tan rkembangan waktu, ideologi tanah bagi

masyarakat Wangel mengalami Perubahan nilai dimuati ketegangan

p”. Tanah adalah sumber kehidupan, di mana orang Wangel
dihidupkan dari téna uga dilihat sebagai identitas kebanggaan masyarakat Wangel
selaku “anak adat”. at yang terpisah dari tanah dati berarti hilang identitas budaya
sebagai “anak adat”. Tanah dalam konteks masyarakat wangel dimaknai: pertama sebagai
sumber kehidupan, kedua, sebagai identitas budaya dan ketiga sebagai “warisan atau pusaka”.*
Tanah di Wangel dikategorikan sebagai “tanah dati” yang memiliki nilai adat. Dalam
konteks masyarakat Maluku, tanah dati adalah tanah yang dikuasai oleh klan (marga) atau sub
klan (sub marga) tertentu.> Masyarakat Wangel menguasai hampir seluruh daerah Pulau Wamar,

pembagian tanah dati ini terbagi atas (tiga) 3 bagian, yakni : Dati Kora, Dati Rumagai dan Dati

! Hasil wawancara dengan responden NT pada tanggal 24 November 2012 - nama responden disingkat dengan
inisial.
2 Frank.L.Cooley, Mimbar dan Takhta, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 163.

1



Gangeli. Area Dati Kora meliputi seluruh daerah pesisir pantai dari Dobo — Marbali — Wangel
sampai daerah perbatasan dengan Durjela. Dati Kora dikuasai oleh Marga Barends dan Amahuat
serta marga lainnya Wattimuri, Watumlawar, Leinusa dan Baumase. Sementara area Dati
Rumagai dan Dati Gangeli menguasai seluruh area hutan dan pemukiman di seluruh pulau
Wamar. Dati Rumagai dan Dati Gangeli dikuasai Marga Yansen.®

Lembaga yang menguasai tanah dati adalah mata rumah (rumpun marga tertentu). Struktur
organisasinya terdiri dari kepala dati* dan anggota—anggota klan yang disebut anak dati bertugas
mengurus tanah dimaksud. Semua anggota klan atau sub klan, lelaki maupun perempuan yang
belum menikah berhak menikmati hak tanah dati sebagai sumber hidup. Jika terjadi sengketa
tanah dati, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak pemerintah desa sebagai pengambil
keputusan tertinggi.

Pengelolaan tanah dati diatur sepenuhnya dalam otggi um dati. Hukum dati adalah

ik rumpun marga secara komunal. Komersialisasi tanah secara

epemilikan tanah komunal® Komersialisasi tanah dati berarti

menghilangkan nilaiistoris gén pusaka tanah sebagai warisan leluhur.

Tanah Wangel, secara de facto diakui kepemilikan, jumlah dan batas sebagai tanah dati
tetapi secara de jure tidak memiliki kekuatan hukum yuridis formal. Realitas ini dilandasi oleh
kebijakan kolonial tentang hukum dati di masa lampau. Secara historis, ada dua kebijakan
kolonial yang berimplikasi lemahnya nilai yuridis tanah dati yakni : pertama, registrasi tanah

¥ Hasil wawancara dengan responden NT pada tanggal 24 November 2012.

* Dati sebagai suatu persekutuan hukum dan badan hukum mempunyai seorang pemimpin yang disebut kepala dati.
Kepala dati adalah jabatan fungsional yang terpilih dari rumpun keluarga dati dimaksud yang bertugas mengatur
pengelolaan tanah dati.

> Ziwar Effendi, Hukum Adat — Ambon Lease, (Jakarta : PT. Pradnya Paramitha), 1987, h. 131

® Ibid, h. 136

" bid, h. 119

® Frank.L.Cooley, Mimbar dan Takhta,, h. 164 - 165



dati oleh pemerintah Belanda pada tahun 1814 — 1823 dan herregistrasi di tahun 1883 hanya
memberikan salinan surat register tanah dati kepada negeri yang bersangkutan. Secara
administratif surat register asli tercatat di Kantor Residen Amboina. Fatalnya, hingga sekarang
surat register dati asli dan salinan diakui telah hilang.® Kedua, Realitas ini diperparah ketika
diundangkan di dalam staatsblad van Netherlandsch Indie No. 19a tahun 1824 termasuk
keputusan tanggal 15 April 1824 No.1 yang tidak mengatur lagi tentang hukum dati.™

Kebijakan kolonial menyisakan dampak bagi pengelolaan tanah dati di masa sekarang.
Orang Wangel pada satu sisi mengakui tanah sebagai tanah dati tapi di sisi lain secara yuridis
formal, jiwa hukum dati sebagai hukum adat telah kehilangan otoritas di masa sekarang.
Imbasnya, semakin besar peluang terjadinya konflik intern dan antar marga dalam dati tertentu

tentang kepemilikan dan perbatasan tanah. Konflik dilatari kefginan perampasan hak komunal

dengan tindakan komersialisasi tanah secara pribadi. Per laksana dan penegak hukum

kantor kedinasan, rumah sakit, sekolah, bandara,

at serta berbagai usaha bisnis pribadi maupun swasta.**
masyarakat Aru gelisah dengan rencana pengembangan

Group di Jakarta yang memperoleh ijin lokasi, rekomendasi pelepasan kawasan hutan serta
rekomendasi dari Bupati Kepulauan Aru maupun Gubernur Maluku untuk pelepasan 500 ribu
hingga 600 ribu hektar lahan dari kawasan Aru Utara, Tengah dan Selatan.’? Tanah diakui
masyarakat Aru sebagai tanah adat yang memiliki nilai dan hukum adat. Area Wangel

mengalami imbas kebijakan ini karena berlokasi di kawasan Aru Utara sebagai pusat Kabupaten.

% Ziwar Effendi, Hukum Adat — Ambon Lease, h. 156

% bid. h. 163-164

1 Hasil wawancara dengan MO pada tanggal 24 November 2012.

12 Daniel Leonard, Investasi Perkebunan Tebu Capai 600ribu Hektare, 2013,
dalam http://ambon.antarnews.com/berita/21691/investasi-perkebunan-tebu-capai-600-ribu-hektare, diakses
tanggal 19 Oktober 2013.
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Investasi 500 ribu sampai 600 ribu hektar perkebunan tebu akan merusak ekosistem hidup,
mengalami kerusakan ekologi dan merusak kekayaan kebudayaan Aru."?

Dua realitas penjualan tanah dengan motif dan cara berbeda. Dalam konteks Wangel tanah
dikomoditikan atas inisiatif pribadi tertentu yang mengatasnamakan diri tuan tanah sementara
dalam realitas polemik investasi perkebunan tebu, inisiator komersialisasi adalah pemerintah.
Keduanya mengorbankan hak hidup orang banyak. Gerakan dan kampanye Save Aru Islands
disuarakan masyarakat Aru sehingga menggugah hati masyarakat lokal maupun global.
Masyarakat Aru disadarkan tentang pentingnya nilai tanah untuk kehidupan di masa kini dan
mendatang.

Faktor sosio-politik yang mempengaruhi komodifikasi tanah adalah otonomi Pulau Aru

sebagai Kabupaten. Pemekaran Kabupaten berdampak tinggifia nilai komoditas tanah yakni:

pertama, maraknya pembangunan infrastruktur di wilayah, Kab@paten Kepulauan Aru, kedua,

mobilitas masyarakat yang bergerak dari pulau—pulay, teris n daerah luar pulau Aru ke

reduksi dengan aksi komersialisasi tanah. Prinsipnya,
ehidupan suram bagi masyarakat Wangel ke depan.
at kekinian maupun futuristik. Imbas terburuknya adalah daerah
pemukiman semakin g pengembangan hidup secara ekonomis terbatas dan identitas
sebagai anak adat teygiaerai, #ahkan mungkin ke depan masyarakat Wangel bisa menjadi orang
asing di tanahnya sendiri. Menyikapi perubahan nilai terhadap tanah dengan sejumlah persoalan
etis, maka signifikansi meneliti ideologi tanah dalam perspektif masyarakat Wangel dibutuhkan.
Proses kontekstualisasi nilai dan ide tanah dalam konteks sosio-historis komunitas Wangel
teramati juga dalam konteks Israel khusus Imamat 25:1 — 28. Kesejajarannya adalah: pertama,
kedua komunitas menekankan fungsi tanah secara etis dan humanis. Kedua, kedua komunitas
mendasari nilai universalitas tanah demi kehidupan. Ketiga, larangan komersialisasi tanah

dibangun dalam kedua komunitas, kendati dengan dasar berbeda. Dalam konteks Wangel
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larangan komersialisasi tanah didasari prinsip tanah adalah aset komunal dati. Sebaliknya, Israel
dilarang menjual tanah karena kepemilikan mutlak Allah Yahwe atas tanah. Titik singgung ini
mendorong penulis membangun sharing ideologi antara kedua komunitas dalam prinsip
transformatif. Penulis tertarik mendialogkan konsep tanah dati di Wangel dengan konsep tanah

bagi Israel dalam Imamat 25:1 — 28.

1.2. Teks Alkitab

Kitab Perjanjian Lama memiliki keragaman gagasan tentang tanah dan pemanfaatannya. ldeologi
tanah merupakan ide signifikan dalam sejarah kebangsaan Israel. Kajian tentang tanah akan
objektif jika dilihat dalam perspektif hukum tanah karena Israel adalah bangsa legal formal.
Imamat 25:1 — 28 adalah fokus kajian penulis untuk mefagali kekayaan ideologi tanah.
Deskripsi hukum tanah dalam Imamat 25:1 — 28 disajikangglengaiRiisi dan cara penyajian khusus.

Secara teknis, hukum tanah dalam Imamat 25:1 — 28 memacik tuk hukum kasuistik (sebab

— akibat) dan hukum apodiktik (perintah — larangas si isi hukum, Imamat 25:1 — 28

dan 18 - 22) dan b) ayat lainnya
prinsip perhentian tahun sabat. H
sekunder. *°

Sumber hukum
Keluaran 23:10 —

keragaman sumbe

bat#Zrcatat dalam beberapa bagian yakni: Keluaran 21:1 — 6,
15:1 - 11, Yesaya 58:1 — 12 dan Imamat 25. Merujuk pada
arik mengkaji konsep tanah dalam Imamat 25:1 — 28 karena teks

imamat memprodurgi ggi tanah secara unik. Keunggulan Imamat 25:1 — 28 adalah
mendeskripsikan tanah sebagai karakter aktif dalam 3 (tiga) prinsip yakni : pertama, tanah
direlasikan dengan Tuhan dan umat, kedua tanah tidah sekedar suatu interpretasi sejarah tetapi
juga dialamatkan sebagai refleksi ekoteologi,™® dan ketiga, tanah dibangun atas dasar prinsip etis

humanis menyentuh kehidupan moral komunitas Israel.*’

% Daniel L. Smith, The Religion of The Landless — The Social Context of The Babylonia Exile, (USA : Meyer
Stone Books, 1989), h. 141

15 Gary North, Leviticus : An Economic Commentary, (1994 : Institute for Christian Economics, Texas), h. 393

16 Jonathan Morgan, “Transgressing, puking, covenanting — The Character of Land in Leviticus”, dalam Theology
Vol CXII No. 869, (Abingdon : SPCK, 2009), h. 172

17 Samuel E. Balentine, “Interpretation : Leviticus”, dalam Theology Today, (2005 : John Knox Press, Louisville),

h. 68
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Konsepsi tanah dalam teks ini dilatari oleh konteks sejarah tradisi imam.*® Teks Imamat
25:1 — 28 diproduksi dari latar sejarah Israel pada masa pembuangan sekitar tahun 400 SM.
Secara literer, tradisi imam ditulis pada masa pembuangan tetapi sumber-sumber yang dipakai
berasal dari masa sebelum pembuangan yakni masa pra-kerajaan. Menurut Jefrey Frager'°karya
literatur dalam sumber Imam (Sumber Priest) memiliki fungsi sosial dan tujuannya berdasar
pada 3 (tiga) hal, yakni : (1) memelihara tradisi kuno yang terancam punah oleh penaklukan
Babilonia, (2) menjelaskan makna penaklukkan sebagai bagian dari penghukuman Ilahi dan (3)
mempersiapkan dasar kehidupan yang layak bagi umat di masa depan. Hukum tanah dalam
Imamat 25 digunakan Sumber P untuk menunjukkan ketiga fungsi dimaksud, khusus realitas
lingkungan pergaulan sosial di masa pembuangan.

Bertolak dari tradisi pra-kerajaan, hukum tanah dalaf) Imamat 25:1 — 28 diarahkan

kembali pada masa amfiktioni kuno yakni pengalaman hi

cenderung menjua
termarjinalisasi.
ideologi antara kel@pOr bgftanah dan tak bertanah. Hukum ini mensyaratkan pembebasan,
penebusan dan pentingnya diterapkan distribusi tanah secara merata.

Lembaga Yobel dan Sabat mengakomodir kepentingan tentang sikap kepemilikan dan
pemanfaatan tanah yang benar. Dalam prinsip tahun sabat tanah dikerjakan selama 6 (enam)
tahun, tetapi tahun ketujuh mesti dibebaskan demi pelayanan sosial bagi orang asing dan
miskin.?® Pembebasan tanah dianggap penting karena tanah merupakan fundamen dasar

kehidupan agraris. Tanah harus dikembalikan kepada semua keluarga Israel yang baru kembali

'8 Michael Prior,CM, The Bible and Colonialism, h.23

9Jeffrey Frager, Land Tenure and the Biblical Jubilee - Uncovering Hebrew Ethics through the Sociology of
Knowledge, (Sheffield : UK, 1993), h. 52.

20 Emanuel Gerrit Singgih, Dunia Yang Bermakna, (Jakarta : Persetia, 1999), h. 203
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dari tanah pembuangan. Diproklamasikan bahwa tahun kelima puluh mesti dikuduskan sebagai
tahun Yobel dengan memberi kebebasan bagi penduduk kembali ke tanah milik mereka.*

Dalam konteks tahun Yobel dan Sabat potensi ancaman konstan kehilangan tanah sangat
besar terjadi. Tindakan antisipatifnya adalah tanah harus didistribusikan secara merata kepada
semua keluarga di Israel agar keseimbangan hidup terjamin. Tidak ada kelompok dominan yang
berkuasa dan tidak ada kelompok alternatif yang dikuasai.? Distribusi tanah secara tidak merata
dapat menghadirkan ketidakadilan sekaligus mengancam keberlangsungan hidup semua
komunitas. Sebaliknya, distribusi secara merata di tengah-tengah keluarga, menyediakan
keberlangsungan hidup ekonomi dan sosial yang baik bagi seluruh makhluk. Tahun Yobel dan
Sabat menyediakan pemulihan bumi maupun orang yang bekerja atas tanah.

Kedua, menyikapi komersialisasi tanah sebagai tranfaksi pribadi, maka ide tanah

tindakan komersialisasi tanah. Dalam hukum Yobel,

umat.? Tindakan komersialisasi tanah merupaka

menciptakan komunitas yang setara
tanah.?
Realitas krisis agama ggaupun soS¥-ekonomi di Israel menuntut keterlibatan imam sebagai

tokoh elit agama da areiat safu itu. Fungsi imam menjadi penting yakni mengurus

(i sebagai pusat peribadatan dan berperan mendistribusikan tanah.
apaktif melekatkan sifat kultus pada tanah di balik kepentingan
sosio-ekonomi. Parc asa bertanggung-jawab memberi penguatan kepada umat secara
berimbang yakni sosio-ekonomi dan agama. Hukum tanah di zaman amfiktioni kuno
direformulasikan para imam untuk memperkuat sifat kesakralan dibalik fungsi sosio-ekonomi
dari tanah.

Regulasi tahun Yobel dan Sabat bernilai ganda yakni menjamin kehidupan sosio-ekonomi

umat dan bertujuan sakral membangun ketaatan kepada Allah. Perwujudan iman umat

?! Ross Kinsler & Gloria Kinsler, The Biblical Jubilee and The Struggle for Life, h.76

22 Jeffrey Frager, Land Tenure and the Biblical Jubilee: Uncovering Hebrew Ethics through the Sociology of
Knowledge, h. 88

ZGary North, Leviticus: An Economic Commentary, h. 408

*Michael Prior,CM, The Bible and Colonialism, (England: Sheffield Academic Press, 1997), h. 67

7



dibuktikan dengan cara mendistribusikan tanah secara layak dan benar.”® Para imam tampaknya
berupaya menggeser konsepsi tanah dari kegunaan ekonomi dan memperkenalkan nilai
kekudusan tanah.?® Emanuel Gerrit Singgih dalam tinjauan teologis menyatakan “Tuhan, Allah
Israel (Allah seluruh dunia) melihat masalah keadilan sosial (terkait tanah) sebagai masalah
Allah. Ide ini sejalan dengan realitas Israel kuno bahwa peraturan agama terintegrasi dengan
peraturan sosial.”?’

Hukum tanah di tahun Tahun Yobel dan Sabat secara mendasar memiliki mandat ganda
yakni, mandat agama dan sosio-ekonomi. Mandat hukum menolak upaya pemisahan dualistic
agama dari kehidupan ekonomi dan sebaliknya kompleksitas agama dari eksploitasi ekonomi.
Realitas sakral dan profan merupakan bagian dari eksistensi pribadi dan sosial manusia.

Konkritnya, sistem ekonomi sering dilegitimasi oleh komunit@s agama dan sebaliknya praktek

ekonomi akan mengalami progresitas dari pertimbangan

baliknya dalam hukum tanah di Imamat 25:1 — 28,

rang penjualan tanah secara mutlak. Penjualan tanah

Konsep Tanah dalam Imamat 25: 1 — 28 dengan Konsep Tanah bagi Masyarakat Wangel.

1.3. Dasar Hermeneutik
Kritik ldeologi adalah metode yang dipakai untuk menafsir Imamat 25:1 - 28 tentang konsepsi

tanah di Israel. Metode kritik ideologi dianggap tepat untuk membedah ideologi yang dibentuk

»Horst Dietrich Preuss, Old Testament Theology Vol. I, (Edinburgh : T & T Clark, 1995), h. 126

%Jeffrey Frager, Land Tenure and the Biblical Jubilee: Uncovering Hebrew Ethics through the Sociology of
Knowledge, h. 107

?’Emanuel Gerrit Singgih, Dunia Yang Bermakna, h. 207 — 208.
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dari konteks Israel maupun Wangel. Konsep ideologi muncul sesudah pendekatan sosiologi
dipakai dalam interpretasi biblika.?® Secara etimologi, ideologi merujuk pada studi ide dengan
arti beragam. Dalam konsep modern ideologi artinya opini prasangka, secara tradisional ideologi
adalah ide yang bebas nilai atau keterangan objektif sebagai dasar realitas. Kompleksitas arti
menandakan ideologi dipahami dengan cara variatif dalam studi biblika.” Kritik ideologi dalam
Kitab Suci cenderung memandang teks sebagai produksi budaya dengan tingkat superstruktural
yang variatif dan merefleksikan infrastruktur ekonomi dari masyarakat yang memproduksinya.
Sebagai produk superstruktural, ada surplus makna yang transenden dari teks tertulis.

Kritik ideologi adalah salah satu metode hermeneutika yang diperkenalkan pada Tahun
1990 dalam suatu konsultasi pertemuan “Society of Bible Literature” yang membahas tentang
kritik ideologi terhadap teks-teks Alkitab.*® Kritik ideologi tefokus pada ideologi penulis teks

kowktif dari Kitab Suci, seluruh

biblika, bukan pada pembaca teks biblika. Menurut bu

memahami karakter ideologi dan strategi pen porer. Pembaca bukan penonton yang
tak bersalah tetapi partisipan aktif dengan ftepentiagan té'tentu atau agenda khusus.™

Kritik ideologi berusaha i atan dinamika teks dan menyatakan
kepentingan masyarakat yang te I dalam teks. Konstruksi masyarakat yang dibedah
terkait kekerasan, ketidakadi , pencemaran nama baik maupun pengabaian orang

da status sosial, gender, ras, kelompok etnis, tingkat

%8 Jonathan E. Dyck, “A Map of Ideology for Biblical Critics” dalam Rethinking Contexts, Rereading Text —
Contribution from The Social Sciences to Biblical Interpretation, Ed. M. Daniel Carrol R, (England : Sheffield
Academic Press, 2000), h. 108

2 Armin Siedlecki,” The Bible, David Jobling and Ideological Criticism”, dalam Voyage in Uncharted Waters —
Essays on The Theory anp Practice of Biblical Interpretation in Honour of David Jobling, Ed. David J.A. Clines

& Philip R. Davies, Sheffield : 2006, h. 80-81

% David Jobling (ed) & Timna Pippin (Quest ed.), “Ideological Criticsm of Biblical Text” dalam Semeia 59,
(Atlanta : Scholar Press, 1992), h. vii

5 Jonathan E. Dyck, “A Map of Ideology for Biblical Critics” dalam Rethinking Contexts, Rereading Text —
Contribution from The Social Sciences to Biblical Interpretation, Ed. M. Daniel Carrol R, (England : Sheffield
Academic Press, 2000), h. 128

%2 David Rhoads,” Performance Criticism : An Emerging Methodology in Second Testament Studies — Part 11”
dalam Biblical Theology Bulletin Volume 36, No. 4, h.171
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Sheila Briggs mengusulkan sebuah ideologi baru yang disebut ideologi alternatif.*®
Ideologi alternatif hadir sebagai tanggapan etis terhadap ideologi teks atas dasar politik keadilan
dan belas kasihan. Dalam upaya mengkritisi ideologi dominan dari sudut pandang ideologi
alternatif, orang dapat terjebak pada upaya mengabsolutkan ideologi alternatif sebagai ideologi
dominan baru. Robert Setio mengantisipasinya dengan melahirkan sebuah ideologi tandingan.*
Ideologi tandingan dimaksudkan untuk mencegah terbentuknya ideologi baru yang buta.
Ideologi tandingan menyeimbangkan ideologi dominan maupun ideologi alternatif.

Metode ini memberi penulis tiga tugas utama, yakni : pertama, mengkritisi konsepsi tanah
bagi komunitas Israel dengan membaca muatan teologi yang muncul dari teks Imamat 25:1 — 28,
kedua, mengkaji karakter ideologi dan strategi pembaca Wangel memahami tanah dati, ketiga,
mendialogkan secara kritis kedua perspektif dan merekonstruk€ideologi baru secara positif bagi

kedua komunitas.

2. PERUMUSAN MASALAH
Bertolak dari latar belakang masalah di atas, jfa s memfokuskan perhatian pada masalah
Bagaimana produksi ideologi tanah lelfihur € terbentuk dalam Imamat 25 : 1 — 28
dan bagaimana karakter ideologi ingel dalam memahami tanah dati serta
bagaimana mendialogkan ideol tanah dalam komunitas berbeda.

3.  PERTANYAA

Pertanyaan utama ini dibangun dalam beberapa sub pertanyaan sebagai berikut:
a. ldeologi apa dan siapakah yang diproduksi dalam teks Imamat 25 : 1 — 28 ?
Bagaimana karakter ideologi dan strategi masyarakat Wangel memaknai tentang
kepemilikan tanah dati dan pemanfaatannya?

c. Bagaimana mendialogkan teks Imamat 25:1 - 28 dengan konteks masyarakat Wangel ?

%3 Sheilla Briggs, “The Deceit of The Sublime : An Investigation Into The Origins of Ideological Criticism in Early
Nineteenth-Century German Biblical Studies” dalam Semeia 59, Ideological Criticsm of Biblical Text, (Atlanta :
Scholar Press, 2005), p. 20

% Robert Setio, Manfaat Kritik Ideologi bagi Pelayanan Gereja, h. 20
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4,  TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari sub-pertanyaan ialah :

a.  Mengetahui konstruksi ideologi dan sejarah perkembangan tanah yang terbangun dalam
Imamat 25 : 1 — 28.

b.  Menemukan karakter ideologi dan perubahan nilai masyarakat Wangel memaknai tentang
kepemilikan tanah dati maupun pemanfaatannya.

c.  Mendialogkan ideologi tentang tanah yang diproduksi dalam teks Imamat 25: 1 — 28

dengan konstruksi ideologi masyarakat Wangel tentang tanah dati.

5. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian diharapkan bermanfaat untuk :

a.  Penelitian ini memberi visi teologis dari Imamat 28 bagi masyarakat Wangel

dalam memahami tanah dati secara praktis.
b.  Membangun kesadaran masyarakat \Wange kepemilikan tanah dati dan
pemanfaatannya dalam realitas pengalagfa amkat Wangel secara riil.
c.  Memperkaya khazanah berteologi stestan Maluku secara khusus dan di

Indonesia secara umum.

6. RUANG LINGKUP 8AN KE

Penelitian ini dibatasi

BATASAN

fsirgian mengkritisi secara ideologis teks Imamat 25:1 — 28

yang terfokus pads ael tentang tanah dan pemaknaannya. ldeologi tanah dalam teks

Imamat 25: 1 — 28 “dlogkan dengan karakter ideologi masyarakat Wangel memaknai
kepemilikan tanah vemanfaatannya. Dalam proses penelitian ini akan dihadapkan
dengan keterbatasan sebagai berikut :
a.  Adanya perbedaan konteks sosial dan ideologi tentang tanah leluhur di zaman Israel dan
tanah dati bagi masyarakat Wangel.
b.  Keterbatasan informasi tentang tanah dati di masyarakat Wangel
Dalam menyikapi keterbatasan yang ada, penulis tetap membangun semangat meneliti
yang tinggi dengan mencari berbagai referensi yang menunjang proses penelitian dan memilih

tempat tinggal yang dapat membangun relasi baik dengan pemilik tanah.
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1. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan gambaran

penelitian sebagai berikut :

a.  Jenis Metode/ Pendekatan analisa
Penulis memfokuskan penelitian pada desa Wangel dengan pertimbangan sebagai berikut :

a.l. Masyarakat Wangel merepresentasikan komunitas pemilik tanah khusus tanah dati sebagai
tanah pusaka dengan nilai adat tertentu.

a.2. Masyarakat Wangel dalam status kepemilikan dan pemanfaatan tanah bersentuhan dengan
masalah etis yakni tindakan komersialisasi tanah adat.

a.3. Masyarakat Wangel adalah komunitas pemilik tanah yang@ielah mengalami pergeseran nilai

terhadap kepemilikan tanah dati. Penulis akan menggiinaké® pendekatan kualitatif dengan

metode observasi partisipatif. Proses observasi n mengadakan wawancara
dan menggunakan sumber sekunder ta dokumenter dan pustaka.
Kepentingan menganalisa, penulis a akan tabel atau angka-angka sebagai
bagian dari pendekatan kuantati uantitatif dipakai untuk menunjang

perolehan data-data kualitatif.
b.  Teknik PengumpulagData darignalisa Data.

Teknik pengumpulan da i cagt berikut: a) Wawancara mendalam informan kunci yakni

tuan tanah (pemili Gkoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa anggota

jemaat dalam me pilikan tanah dati dan pemafaatannya. b) Wawancara dilakukan
kepada 15 responG§n Uc kategori: usia, jenis kelamin/gender, tingkat pendidikan dan
pekerjaan. Hasil pengumpulan data akan dianalisa sebagai dasar untuk menemukan ideologi dari
masyarakat Wangel dalam memahami kepemilikan tanah dati dan pemanfaatannya. Kajian
Hermeneutis terhadap Imamat 25:1 — 28 dengan menggunakan metode kritik ideologi dan
kontribusinya bagi masyarakat Wangel. Dalam mendukung proses hermeneutis akan dilakukan

penelitian pustaka untuk menemukan berbagai teori terkait tema tanah.

8. KERANGKA TEORITIK
Penulisan ini dibingkai dengan teori metode untuk membedah konsep tanah dalam Imamat 25:1

— 28 dan konsep teoritik tanah secara umum. Konsistensi dengan konsep dasar kritik ideologi
12



maka penulis mengelaborasikan teori Jeffry A. Frager dan Gary North untuk membedah teks
Imamat 25 : 1 — 28. Jeffrey A. Frager menawarkan pendekatan pengetahuan sosiologi dan Gary
North memakai pendekatan teonomi untuk menganalisa konsep tanah dalam Imamat 25 : 1 - 28.
Elaborasi kedua pendekatan linear dengan premis yang terbangun dalam kritik ideologi. Konsep
dasar kritik ideologi, teks adalah artifak sosial-budaya. Kritik ideologi berfungsi ganda yakni:
membuktikan relasi politik yang membentuk dunia pengarang dan mengenerasikan dinamika
sosial maupun kekuatan politik dalam dunia pembaca. Dalam pendekatan teks biblika tidak
cukup hanya mengomentari sejarah teks dan dimensi estetika, tanggung-jawab pembaca juga
menyatakan ketegangan politik dalam teks dan respons terhadap tantangan etis dari pembaca
modern.®> Dalam kebutuhan membedah ketegangan politik, sosial maupun budaya maka

pendekatan pengetahuan sosiologi dan teonomi berkontrib@i terhadap pemanfaatan kritik

ideologi.

tentang teonomi memiliki keunggulan kare ymplementer dengan menyajikan aspek

ekonomi hukum Yobel yang selama fni ab. Kedua tokoh memiliki kesejajaran

sosiologis hukum tetapi jug asi etis moral dibalik realitas sejarah.

Frager*® menjels entatif signifikansi pendekatan pengetahuan sosiologi

makna teks. Pendekatan pengetahuan sosiologi mampu menguji hukum Yobel secara cermat
tentang bagaimana hukum terbentuk, mengapa hukum dipertahankan dan bagaimana hukum
digunakan dalam konteks sejarah tertentu sehingga menghasilkan implikasi etis hukum Yobel.
Berdasarkan tinjauan terhadap kronologis sejarah interpretasi hukum Yobel, Frager menemukan

% Armin Siedlecki,” The Bible, David Jobling and Ideological Criticism”, dalam Voyage in Uncharted Waters —
Essays on The Theory anp Practice of Biblical Interpretation in Honour of David Jobling, Ed. David J.A.Clines &
Philip R. Davies, h. 83

% Jeffrey Frager, Land Tenure and the Biblical Jubilee - Uncovering Hebrew Ethics through the Sociology of
Knowledge, h. 13
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tidak ada upaya penafsiran selama ini yang terfokus menggali nilai etis moral hukum Yobel. Sisi
historis dan sosiologis lebih diutamakan tetapi implikasi etis moral tak tersentuh.

Banyak ahli menyetujui bahwa sistem reformasi tanah Imamat 25 tidak pernah
dipraktekkan. Jika benar, apa maksudnya? Mengapa konsep tahun Yobel ada? Menariknya
konsep tahun Yobel disajikan dalam bentuk tertentu berupa legislasi llahi dan digunakan orang
tertentu yakni imam. Program reformasi tanah tahun Yobel dijadikan bentuk hukum Musa
dengan alasan tertentu; ada masalah tertentu yang diajukan hukum dan ada solusi terhadap
masalah tersebut. Hukum tanah Imamat 25 didasarkan pada sistem kepemilikan tanah dan
reformasi tanah. Alasan yang mendasari gerakan dan perubahan tradisi Yobel adalah bagian dari
pemahaman komprehensif tentang dunia dan bagaimana orang hidup dalam tradisi itu. Dalam

kebutuhan memahami etika Yobel secara mendalam maka ifgsadaran memahami pandangan

dunia moral dianggap penting.*’

Menurut Frager keunggulan ilmu sosial adalah: tudi ilmu sosial terbukti
encegah pengenalan bias berdasarkan
intuisi. Kelemahan studi ilmu sosial adal teori tunggal. Argumentasi Frager ini

berangkat dari gagasan James Flana

pertama, model struktur fungsionalis, memandang masyarakat sebagai sistem statis dimana
setiap unsur berfungsi menjaga integritas masyarakat. Kedua, model konflik, mengasumsikan
kelompok masyarakat bersaing mencapai tujuan tertentu dimana kelompok lebih kuat memaksa
kelompok lain menyetujui tanpa protes. Ketiga, model simbolik, menganalisa masyarakat dengan
menguji makna simbolik di mana masyarakat mengatur dan menginterpretasi dunia terkait

makna simbolik dimaksud. Studi hukum Yobel sekarang menggabungkan ketiga model ini.*

7 1bid, h. 14
% bid.
¥ 1bid, h. 15
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Pengetahuan sosial dipakai Frager sebagai tools penyelidikan untuk menemukan dan menguji
ketiga model gambaran dunia sosial di atas.

Hukum Yobel dirumuskan untuk mengkonstruksikan dunia yang teratur sebagai proses
dialektika dari tiga gerakan, yaitu : 1). manusia memproduksi masyarakat, 2). masyarakat
dianggap realita objektif, 3) masyarakat membentuk manusia. Menurut Frager, tugas
membangun dunia secara aktual adalah tugas mengatur dan mengklasifikasi objek maupun
peristiwa yang mengalami perubahan terus-menerus dalam struktur koheren dan komprehensif.
Semua manusia berpartisipasi dalam proses dialektika ini sehingga dunia dapat diprediksi dan
terbiasa. Imam terlibat dalam proses yang sama yakni mengatur, mengurus dan membentuk
dunia yang leluhur percayakan kepada para imam.*

Dalam fungsi analitis mengeksplorasi sudut pandan oral hukum Yobel, Frager*

memakai tiga tingkat nilai yang disuguhkan Mannheim. akna pertama adalah makna

objektif. Pada tahap ini, sesuatu digambarkan dengan,data

keberadaan manusia secara riil.

Tingkat makna kedua ada
terlibat dalam fenomena sos
menghadirkan tindaka
akan diuji maksudgimas: gadopsi dan meredaksikan tradisi Yobel. Makna ekspresif lebih
tajam menginvesti
maksud imam, b).
memberlakukan kepemilikan tanah tetap, d). petunjuk tentang bentuk dan konsep kepemilikan
tanah ilahi.

Tingkat makna ketiga adalah makna dokumenter. Pada tahap ini diakui bahwa sudut
pandang mendasari cara masyarakat hidup. Meskipun imam sebagai aktor memiliki tujuan
tertentu untuk merumuskan tahun Yobel tetapi Yobel mengandung makna tersendiri berdasarkan
sudut pandang tertentu. Makna dokumenter tidak seutuhnya berdiri sendiri dari tingkat objektif

dan ekspresif. Semua tingkat makna berfungsi secara simultan dan dialektis. Makna objektif

“bid, h. 17
1 1bid, h. 21 - 23
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dibatasi oleh sudut pandang dan maksud aktor diinformasikan oleh makna objektif. Pada sisi
lain, aktor dimulai dengan reinterpretasi makna objektif dan selanjutnya mengubah sudut
pandang. Dalam analisa Fager memakai ketiga tingkatan makna untuk memahami mengapa
institusi Yobel dengan struktur dan aturannya digunakan secara khusus. Sesudah studi ini,
kemudian digambarkan sudut pandang moral dari Yobel. Frager membuktikan bahwa metode
pengetahuan sosiologi mampu menyediakan pemahaman etika terdalam dari Perjanjian Pertama.
Upaya studi ini tidak sekedar mendeskripsikan apa yang ada dalam teks tetapi menyelidiki
motivasi dibalik apa yang ada dalam teks.

Gary North mengedepankan aspek ekonomi dalam berteologi. North** memberi
pendasaran pikiran mengapa teonomi diperlukan. Alasan logisnya: pertama, Kitab Suci secara

otoritatif mesti diterjemahkan dalam setiap aspek kehidupan usia baik sosial, politik, budaya

termasuk ekonomi. Artinya setiap area kehidupan man i dieksplorasi dan dipelajari

bagian dari poliponi ide moralit
hermeneutik Kitab Suci.
berkembang dan me
kepada hukum Allgh. ga, \eonomi merupakan teori sosial yang menyatakan bahwa ekonomi
diperlukan untuk [es fsi Kitab Suci.”® Teonomi merupakan metodologi yang dipakai
memahami hukum Kitab Suci. Teonomi tidak disederhanakan sebagai isi teks yang
diterapkan dalam konteks modern secara kaku. Sebaliknya teonomi menampilkan nilai etis
hukum Allah dengan pendekatan ekonomi secara fleksibel. Teonomi adalah aplikasi teologi
Reformasi pada bidang etika.**

North menegaskan bahwa pengetahuan Kitab Suci tidak statis. Asumsinya, iman adalah
tata bahasa umum sehingga mesti diterapkan dan berkembang secara dinamis sesuai

perkembangan waktu. Tawaran teonomi merupakan bagian dinamisasi teologi. Dalam prinsip

*2 Gary North, Leviticus : An Economic Commentary, h. xii
* Gary North, Theonomy An Informed Response, (Texas : 1991), h. 20
“ Ibid, h. 26.
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dinamisasi, pendekatan teonomi diharapkan mampu memadukan konsep teologi dan ekonomi
untuk memecahkan 2 (dua) pertanyaan dasar yakni: 1). bagaimana hukum diterapkan dalam
dunia kuno dan 2). bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam dunia sekarang. Tuntutan
menginteraksikan teks Kitab Suci dengan ekonomi sebagai salah satu produk ilmu pengetahuan
dianggap penting.

Secara konseptual, kitab Perjanjian Lama diakui menawarkan gagasan tanah yang kaya.
Dalam perspektif Perjanjian Lama, “tanah” dipahami dengan makna beragam. Kata tanah dalam
PL disebut “eres”. Kata eres dipahami sebagai bumi, secara kosmologi lebih dari sekedar tempat
habitat manusia hidup (Kej. 1:26, Ams. 147:6, Yeh. 26: 16), tanah sebagai negeri seseorang atau
daerah (Kej. 31:3, Bil. 15 :2, Yer. 30:10) dan ada tambahan politik (I Sam. 13:9) atau pengertian
lain sebagai karakteristik sosial atau agama (Yes. 8:22f). Kata i
Allah (Kej. 6:12).> Menurut W. Janzen, tanah seri

i juga digunakan sebagai ciptaan

iemahkan dengan kata eres

etos, nilai dan teologi ora
Sejarah Israel adalah seiaga

dan membangun hidup di atas tanah Tuhan sebagai suatu bangsa.

2y dan teologi orang Israel terhadap tanah bertolak dari konteks
sejarah Israel.

Michael Prior. CM mengungkapkan ulasan konsepsi tanah dalam kitab Imamat 25:1 — 28
mesti ditempatkan pada tema kekudusan sebagai kekhasan kitab ini. Kitab Imamat merupakan
kitab bimbingan liturgi para imam yang bertujuan menjamin kekudusan hidup umat. Dalam
Imamat 25:1-28 tanah dihubungkan dengan tahun Sabat dan Yobel sebagai bagian dari hukum

** T. Johnson Chakkuvarackal, “Theology of The Land : Biblical Perspectives in the Indian Context”, dalam Bible
Bhashyam, (Kerala-India : Bible Bhashyam Trust, 2004), h. 61

* W. Janzen, “Land”, In the Anchor Bible Dictionary, ed. David Noel Fredman Vol.4, (New York : Doubleday,
1992), h. 144

*" Ross Kinsler & Gloria Kinsler, The Biblical Jubilee and The Struggle for Life, h. 79
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kekudusan.*® Hukum penebusan tanah dilakukan demi kepentingan pengudusan hidup umat.
Dalam perspektif tahun sabat, tanah dikerjakan selama enam tahun, tetapi tahun ketujuh
dibebaskan untuk kepentingan budak dan orang miskin. Dalam konsep tahun Yobel, pada tahun
kelima puluh dimaklumatkan pembebasan tanah bagi seluruh penduduk Israel untuk kembali ke
tanah milik masing-masing. Rumusan hukum mengandung mandat ganda yakni, mandat agama
dan sosio-ekonomi. Dalam prinsip hukum, tanah tidak bernilai komoditas sehingga tidak dikenal
sistem sewa tanah di Israel. Alasannya, tanah dibagi-bagikan Tuhan kepada setiap keluarga
Israel untuk diolah dan dimanfaatkan demi akses hidup umat.*°

Produksi teks Imamat 25:1 — 28 tentang tanah dapat dikonsumsikan masyarakat Wangel
dengan konteks pengalaman berbeda untuk memahami kepemilikan tanah dati dan

pemanfaatannya. Frank. K. Cooley menguraikan umumnya yarakat Maluku mengenal tiga

bentuk hak milik tanah yakni: tanah milik desa (tanah
adi kepala keluarga. Tanah

ini secara teknis diatur

lain apalagi bukan penduduk asli. Kalau ada hutang-budi tanah diberikan yang dikenal tanah
pengasihan atau “tanah pemberian” (tanah hibah) sebagai balas jasa.”

Farsijana Adeney Risakotta>® melihat konsepsi tanah dibangun dari budaya tertentu. Dalam
konteks Galela, Halmahera - Maluku Utara, tanah dipahami memiliki makna kehidupan bagi

“8 Michael Prior. CM, The Bible and Colonialism, (England : Sheffield Academic Press, 1997), h. 22

* Christoph Barth, dan Maria Frommel Claire Barth, Teologi Perjanjian Lama 2, (Jakarta : BPK Gunung Mulia,
2010), h.127

%0 Frank L. Cooley, Mimbar dan Takhta, h.163

*L Ibid, h. 164-165

52 Farsijana Adeney Risakotta, Politics, Ritual and Identity in Indonesia A Moluccan History of religion and Social
Conflicts, (Yogyakarta : Prinma Centre, 2005), h. 117
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masyarakat Galela. Bahasa yang lazim dipakai O Galela ma tona ma dutu artinya “Oh Galela,
tanah milik kami”. Tanah bagi masyarakat Galela merupakan tempat tinggal atau rumah bagi
masyarakat. Tanah bagi masyarakat Galela merupakan aspek yang mengikat hubungan
kekeluargaan atau kekerabatan. Kepemilikan tanah merupakan identitas suatu masyarakat.
Masyarakat Galela meyakini bahwa identitas leluhur diterima dan diwariskan lewat tanah agar
dinikmati dan dilestarikan.

Makna tanah dalam konstruksi budaya orang Galela serupa dengan konsepsi tanah bagi
masyarakat Wangel. Masyarakat Wangel memaknai tanah sebagai tanah dati atau tanah pusaka.
Dalam bahasa tanah tanah disebut bala yang mengindikasikan makna kepemilikan, suatu pusaka
yang diwariskan leluhur kepada mereka. Bala adalah identitas, pusaka dan sumber kehidupan

bagi masyarakat Wangel. Warisan tanah patut dijaga dan dilesirikan sebagai sumber kehidupan

masyarakat Wangel. Menjaga nilai tanah sebagai tanah da
masyarakat adat. Dialog ideologi tanah leluhur di

dibangun secara objektif.

9. SISTEMATIKA PENULISAN
Tulisan ini disajikan penulis dengan
a. Babl

Bab ini menyajikan tegtang pencihul

tika pentilsan sebagai berikut :

n (Latar belakang Masalah, Perumusan Masalah,
Tujuan Penelitiangd
b. Bab II
Bab ini berigi

Gambaran U

aat Benelitian), Metodologi Penelitian dan Kerangka Teoritik.

asyakat Wangel terkait tanah dati dan pemanfaatannya yakni :

psi tentang lokasi penelitian, analisa, pengolahan dan interpretasi

data hasil penelitian.

- Gambaran Umum: Deskripsi tentang lokasi penelitian, analisa, pengolahan dan
interpretasi data hasil penelitian.

- Konsep Tanah Dati

- Analisa pemaknaan masyarakat Wangel tentang tanah yakni: ideologi dan makna

tanah bagi masyarakat Wangel.

C. Bab I11
Bab ini berisi Sejarah Perkembangan Konsep Tanah dan Tafsir Ideologis terhadap Imamat
25:1-28
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Bab IV

Dialog Kontekstual antara Imamat 25 : 1 - 28 dengan Konteks Masyarakat Wangel
- Teks Imamat 25 : 1 - 28

- Masyarakat Wangel

- Mendialogkan Teks dengan Masyarakat Wangel

Bab V

Bab ini berisi penutup terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi
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BAB V
PENUTUP

Gambaran pemikiran dari pokok bahasan sebelumnya menjadi acuan dasar penulis merumuskan

kesimpulan. Kesimpulan dilengkapi dengan pikiran rekomendasi untuk memperkaya manifestasi

iman warga gereja memaknai konsep kepemilikan dan pemanfaatan tanah.
KESIMPULAN

Kesimpulan yang dirumuskan dari kristalisasi pikiran dialogis antara konsep tanah Israel

1.

dalam teks Imamat 25: 1 — 28 dengan konsep tanah dati dalam konteks masyarakat Wangel

disertai makna implikatif sebagai berikut:

a.

Konsep tanah tidak hadir dalam ruang hampa dan bebas kepentingan. Suatu
komunitas memahami dan memaknai tanah dari realitas dinamika sosial yang
beragam. ldeologi tanah memiliki hubungan erat dengan eksistensi dan identitas
manusia. Manusia hidup dan memaknai hidupnya dalam relasi interaktif dengan
tanah. Nilai dan kualitas hidup manusia juga ditentukan dengan kepemilikan tanah.
Sengketa tanah bagian dari ketegangan kepentingan manusia yang satu dengan
lainnya untuk membuktikan nilai dan kualitas hidup dari tanah. Pada sisi lain,
ditemukan ideologi tanah harmonis sebagai aktualisasi dari kepentingan yang selaras.
Orang Israel dan Wangel adalah komunitas masyarakat yang memiliki keterikatan
eksistensial dengan tanah. Kedua komunitas memproduksi ideologi tanah yang
berbeda sesuai dinamika sosial tertentu.

Ideologi tanah di Israel terumus dalam Imamat 25:1 — 28 dan konsep tanah dati
terkonstruksi dalam konteks masyarakat Wangel. Ideologi tanah dituangkan dalam
rumusan hukum sebagai standar, regulasi tanah Israel terumus dalam hukum Yobel
dan aturan tanah di Wangel termuat dalam hukum dati. Perumusan hukum Yobel dan
hukum dati lahir melalui proses perkembangan dari zaman dulu sampai sekarang.
Perkembangan ini menunjukkan proses kontekstualisasi nilai tanah dari kedua
komunitas dengan tujuan dan kepentingan tertentu. Perubahan nilai tanah
berlangsung dinamis, tidak statis. Upaya generalisasi nilai tanah zaman dulu ke
konteks sekarang dapat mereduksi nilai tanah. Kejujuran mengeksplorasi nilai tanah
secara cermat dan objektif termasuk pilihan solutif menghargai kekayaan nilai yang

beragam.
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Kritik ideologi dalam perspektif sosio-ekonomi menjadi metode tepat untuk
menggambarkan benturan dan integrasi kepentingan tentang tanah dalam komunitas
Wangel maupun Israel. Kritik ideologi mengeksplorasi ketegangan kepentingan dan
mencari makna mendalam tentang tanah dari kontruksi masyarakat yang kompleks.
Konflik ideologi tanah tidak mereduksi nilai dan makna tanah, tetapi peta konflik
menjadi strategi untuk mempertajam penemuan nilai tanah secara positif maupun
konstruktif. Hukum Yobel dan hukum Dati dibedah dengan kritik ideologi ditemukan
makna dasar hukum yang menekankan pentingnya membangun visi keadilan dalam
kepemilikan maupun pemanfaatan tanah. Tanah tidak dijadikan sebagai alat
eksploitasi dan diskriminasi terhadap manusia dan alam, sebaliknya tanah mesti
memberi jaminan kehidupan dan dibangun atas visi teosentris, antroposentris dan
ekosentris.Tanah dikelola berbasis pada kemanusiaan dan pelestarian alam sebagai
wujud ketaatan kepada Tuhan.

Proses dialog antara konsep tanah dalam teks Imamat 25:1 — 28 dengan konteks
masyarakat Wangel memahami tanah dati menekankan pentingnya transformasi
konsep tanah. Transformasi konsep tanah dari kedua komunitas diistilahkan dengan
reforma tanah. Reforma tanah sebagai upaya mengembalikan tanah kepada
pemiliknya terutama masyarakat adat dan komunitas marjinal. Reforma tanah yang
dibangun dari desakan masyarakat aras bawah, karena kekuatan politik pemerintah
lemah. Reforma tanah adalah ideologi tandingan terhadap ideologi dominan dari
pemerintah maupun pengusaha kaya yang mengklaim tanah sebagai penunjang
ekonomi. Tanah dan manusia dieksploitasi sebagai komoditas ekonomi untuk
mencapai profit tinggi. Ideologi tandingan dari reforma tanah mendekonstruksi dan
merekonstruksi ideologi dominan tersebut.

Gereja Protestan Maluku (GPM) sebagai lembaga moral mesti peka dan pro-aktif
menangani masalah tanah. GPM bisa menjadi komunitas alternatif menandingi
komunitas dominan dari pihak pemerintah, pengusaha maupun komunitas elit lain
yang memanfaatkan tanah secara destruktif. Tanah dieksploitasi sehingga
mendestruktifkan kemanusiaan, alam bahkan menciderai relasi dengan Tuhan
sebagai pemilik mutlak tanah. GPM tidak hanya bergerak pada tataran retorika
dengan merumuskan sejumlah rekomendasi atau seruan, tetapi GPM mesti membuat

gerakan transformatif untuk mengadvokasi dan membantu masyarakat aktif
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memperjuangkan maupun mempertahankan hak tanah demi hidup yang manusiawi,

pro-hidup dan peduli lingkungan sebagai wujud ketaatan kepada Allah.

REKOMENDASI

Berdasarkan rumusan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa pikiran
rekomendasi tentang masalah tanah kepada lembaga pendidikan, pemerintah dan gereja,
yakni:

a. Kepada Lembaga Pendidikan

1) Bersama gereja, lembaga pendidikan diharapkan dapat berkontribusi terhadap
teologi jemaat tentang tanah sehingga terbangun prinsip reforma tanah. Lembaga
pendidikan teologi dan gereja memberi sumbangsih pemikiran Kkritis dan
konstruktif untuk pembagunan teologi jemaat.

2) Dalam rangka menjamin akses hidup masyarakat Wangel terhadap tanah dati,
bersama gereja, pemerintah dan lembaga adat perlu melakukan seminar untuk
mengadvokasi masyarakat adat. Materi seminar adat tentang hukum adat dan
cerita sejarah tanah dati. Masyarakat Wangel perlu memahami peta tekanan aspek
yuridis formal dari ideologi pemerintah maupun pengusaha yang berpeluang
merampas hak milik masyarakat adat. Kajian aturan adat dilakukan secara holistik
dengan pendekatan multi disipliner untuk mengidentifikasi perubahan gejala
ekonomi, politik maupun sosio-budaya. Perubahan ini memungkinkan penguasaan
tanah secara bebas oleh pihak elit pemerintah dan elit masyarakat sehingga
mengkonversi hak milik adat komunal menjadi aset pribadi dan negara. Tujuan
kajian aturan adat dan sejarah tanah dati adalah membangkitkan memori dan
kesadaran kolektif masyarakat Wangel tentang kepemilikan tanah dati.

b. Kepada Pemerintah

1) Pemerintah daerah harus merumuskan kebijakan dan membuat regulasi peraturan
daerah yang menjamin hak ulayat masyarakat Wangel. Peraturan dan kebijakan
daerah harus berpihak, menjamin dan memperjuangkan hak ulayat masyarakat
Wangel, sehingga tidak dikuasai untuk memberi nilai utilitas ekonomi bagi pihak
tertentu. Regulasi pemerintah berpihak pada masyarakat adat dan membatasi
penguasaan tanah oleh investor yang berimbas pada kerusakan ekosistem alam.

Fungsi kontrol pemerintah secara ketatanegaraan dan administrasi sebagai
114



2)

3)

4)

regulator dalam penentu lokasi, pemberi ijin, pengawas persyaratan dan pemberi
sanksi harus berpihak ke masyarakat adat.

Pemerintah daerah melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aru harus
bekerjasama dengan masyarakat adat Wangel untuk membuat peta kepemilikan
tanah ulayat agar tidak tumpah tindih kepemilikan untuk mempermudah proses
pendaftaran di kantor pertanahan. Pendaftaran tanah ulayat atas nama milik
bersama (komunal) sehingga tidak menghilangkan aturan adat dan fungsi sosial
tanah menurut tatanan adat. Perlu kajian lebih lanjut dalam teknis penulisan atas
nama milik bersama dalam proses pendaftaran tanah baik penulisan dalam daftar
umum maupun penulisan sertifikat. Penulisan nama pemilik yang bersifat
komunal harus berdasarkan konsensus bersama masyarakat adat, tidak sepihak.
Selain itu, penambahan aturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme
pelaksanaan konversi tanah menjadi hak pribadi maupun negara harus lebih
sistematis dan jelas sehingga dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat adat.
Lembaga adat menghidupkan pertemuan adat dan aturan adat sebagai kearifan
lokal yang memproteksi tanah dati sebagai aset adat. Fungsionalisasi peran
lembaga adat akan menjadi komunitas alternatif yang menyadarkan dan
mengadvokasi masyarakat tentang hak milik adat. Kekuatan adat menjadi
penyangga eksistensi masyarakat adat, karena itu lembaga adat tidak boleh
terkontaminasi kepentingan pihak manapun dengan mengkonversi tanah sebagai
komoditas ekonomi. Lembaga adat harus menjadi lembaga independen untuk
menegakkan keadilan, membangun kesejahteraan masyarakat adat dan kelestarian
alam. Penguatan lembaga adat untuk memfasilitasi masyarakat hukum adat
berpartisipasi dalam pembangunan.

Jika tanah dati akhirnya dijual, dalam proses jual beli tanah dati, pihak pembeli
harus benar-benar mengetahui letak tanah dati dan pemilik dati yang otentik
disertai pelepasan hak tanah. Hal ini penting sebelum terjadi kesepakatan atau
perjanjian pembelian tanah. Transaksi jual-beli tanah dati harus berdasarkan
persetujuan bersama dalam pertemuan rumpun dati. Tujuannya, menghindari

praktek penjualan tanah ganda pada objek tanah yang sama.
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C.

Kepada Gereja

1)

2)

3)

Gereja Protestan Maluku (GPM) sebagai lembaga moral mesti peka dan pro-aktif
mengadvokasi masyarakat menjamin hak ulayat masyarakat adat. GPM
menyampaikan suara kenabian untuk memperjuangkan hak masyarakat adat
kendati berhadapan dengan negara atau pengusaha sebagai kelompok dominan.
Keputusan Gereja Protestan Maluku di aras sinode, klasis maupun jemaat harus
berpihak kepada masyarakat adat. Gereja merumuskan program, rekomendasi dan
seruan pembinaan yang menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kebutuhan
mempertahankan hak ulayat tanah dati. Gereja menghidupkan gerakan reforma
tanah dari pihak masyarakat adat agar terjamin hak kepemilikannya. Langkah
berikut gereja pro-aktif mengadvokasi masyarakat Wangel untuk menyelesaikan
sengketa tanah dati inter - antar marga maupun dengan pihak luar termasuk
pemerintah. Gereja juga bisa merumuskan program yang memproteksi hak ulayat
tanah adat.

Sosialisasi intensif terhadap masyarakat Wangel agar memahami pentingnya nilai
tanah sehingga tidak mudah melepaskan tanah secara mutlak demi kebutuhan
ekonomi. Salah satu cara efektif, menghidupkan kembali tradisi lisan sejarah
kepemilikan tanah, meneliti secara ilmiah, diuji akurasi sejarahnya dan
disosialisasikan ke masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mengerti asal-usul
sejarah yang membangkitkan kesadaran kolektif tentang pentingnya memiliki dan
mempertahankan aset adat demi jaminan kehidupan sekaligus menjaga eksistensi
dan identitas sebagai masyarakat adat. Perjuangan reforma tanah dibangun dari
kesadaran kolektif masyarakat adat, kendati kekuatan politik pemerintah lemah.
Lembaga gereja, lembaga masyarakat dan lembaga adat membangun sinerjitas
bersama untuk memetakan, mengidentifikasi, menganalisa dan mencari langkah
solutif terhadap masalah tanah yang kompleks. Keterlibatan peran kolektif dengan
partisipasi masyarakat akan menghasilkan penyelesaian masalah tanah dati di
Wangel yang konstruktif dengan kesejahteraan bersama. Kontribusi peran ini
dapat membatasi praktek individualisasi dan komersialisasi tanah. Alasannya,
terbangun kesadaran kolektif untuk menjaga dan mempertahakan aset adat sebagai

milik komunal.
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